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lt LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2007
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2007

Menimbang

Mengingat

REPUJS['iRSB*ESrA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2OO7

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CAR.i{ PENGANGKATAN

SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA'

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2A2 Undang-Undang
Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan' akan
diangkat secara bertahap menjadi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dirnaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengangkatan Sekrelaris Desa Menjadi Pegawai Negeri

Sipil;

: 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegaivaian (Lembaran Negara _ Republik

Indonesia Tahun Ig74 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304 1),

sebagaimana lelah djubah dengan Undang--Undeng

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaian Negara Republtk Indonesla Nomor 3890);

S.Undang.UndangNomorS2Tahun2oo4tentang
Pemeriitahan baerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor I25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371'

sebagaimana 
-telah diubah dengan undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
pemerintah Pengganti Undang-fundang Nomor 3 Tahun

20OS tentang PJiubahan Atas Undang-Undang Nom91

32 Tahu n 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang(I.,embaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun zoos Nornor 108, Tambahfln Lembaran Neg4ra

RePublik Indonesia Nomor aSaB);

+, Peraturan ' ' '
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 43321;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a587);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN

DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pegawai
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Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS

adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang

dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan

negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang

ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan
perundang-undangan dan digaji menurut peraturan
perundang-undangan.

3. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang

bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib
administrasi pemerintahan dan pembangunan serta

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat'

BAB II

PERSYARATAN PEN GANG KATA N

Pasal 2

Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan

15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai

dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkat
langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 3

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi:
a. bertaqwa kepada Ttrhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara

Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. tidak sedang menjalani hukuman karena

melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;

d. sehat jasmani dan rohani;
e. memiliki ijazah pating rendah sekolah Dasar

atau yang sederqjat; dan

t. berusia
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f. berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun
terhitung pada 15 Oktober 2006.

(21 Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan
diangkat sebagai PNS dalam pangkat Pengatur Muda
golongan ruang ll la.

(3) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah Iebih tinggi dari
Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA) diangkat sebagai PNS dalam
pangkat/golongan ruang sesuai dengan tjazah SLTA.

(41 Sekretaris Desa yang memilikr ijazah lebih rendah

dari STTB SLTA diangkat sebagai PNS dalam
pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah yang
dimiliki.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 4

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dilakukan
dengan tata cara sebagai berikut:

a. Bupati/Walikota men)^rsun data Sekretaris Desa di
wilayahnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2.

b. Bupati/walikota mengumpulkan berkas

pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3.

c, Data Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Gubernur.

d. Gubernur menyampaikan data dan berkas

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b

kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan verifikasi dan

validasi data dan berkas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4.

(21 Menteri
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Menteri Dalam Negerl mengajukan usulan formasi
Sekretaris Desa untuk l{abupaten/Kota kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
tembusannya dtsampalkan kepada Kepala Badan
Kepegawalan Negara.

Pasal 6

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS
dilalrukan seca.ra bertahap sesuai formasi yang
dltetapkan oleh Menterl Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara.

Pengangkatan Se}<retaris Desa menjadi PNS

sebagaimana dimalrsud pada ayat (l ) dilakukan
secElra bertahap mulal formasl tahun 2007 dan
selesal paling lambat talrun 2009,

Formasi Pengangkatan Selrretarls Desa menjadl PNS

sebagatmana dimaksud pada ayat (l) dialokasikan
pada tiap Kecamatan.

Pengangkatan Selsetaris Desa secara bertahap
sebagatmana dlmaksud pada ayat (21 dilakukan
dengan memprioritaskan usia patlng tinggi.

Pasal 7

Menterl Dalam Negerl rnengusulltan persetujuan
pengangkatan Sekretarls Desa menJadl PNS kepada
Kepala Badan Kepegawalan Negara,

Kepala Badan Kepegawalan Negara membertkan
persetuJuan dan penetapan Nomor Identitas Pegawal
Negeri Slpll (NIP) pengangkatan Sekretaris Desa
menJadi PNS dan dtteruskan kepada Menterl Dalam
Negerl.

PersetuJuan pengangkatan Sekretarls Desa
sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) diteruskan oleh
Menteri Dalam Negerl kepada Bupati/Walikota
melalui Gubernur.

(t)

(2')

(3)

Pasal I
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Pasal 8

Berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Surat
Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3), Bupati/Walikota menetapkan keputusan

pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

Pasal 9

Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS yang memenuhi

syarat pensiun diberikan hak pensiun sesuai peraturan

pe rundang-undangan.

BAB IV

SEKRETARIS DESA YANG

TIDAK DIANGKAT MENJADI PNS

Pasal 10

(1) Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS

diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh

Bupati/Walikota.

sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung
berdasarkan masJ kerja eelama yang bersangkUtan
menjadi Sekretaris Desa,

Besaran tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dihitung dengan cara sebagai berikut:

a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
ditetapkan sebesar RpS.00O.000,00 (lima juta
rupiah);

b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung
sebesar Rp 1.OO0.OOO,OO (satu juta rupiah)
pertahun, dengan ketentuan secara kumulatif
paling tinggi Rp20.00O.OO0,00 (dua puluh juta
rupiah).

(21

(3)

(4) Penetapan
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(4) Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal I 1

Dana tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib
mengikuti dan lulus ujian penyetaraan.

Ujian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling
lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan.

Biaya ujian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibebankan pada APBD KabupatenlKota,

Pasal 13

(1) Jabatan Sekretaris Desa yang kosong sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diisi dari PNS yang
memenuhi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan
sejak pemberhentian.

(21 Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa,
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
menyediakan formasi dalam rangka pengisian jabatan
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ).

(1)

(21

(3)

Pasal I 4
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Pasal 14

Sekretarls Desa yang diaggkat menjadi PNS berdasarkan

Peraturan Pemerintatr ini dapat dimutasikan setelah

menjalani masa Jabatan Sekretaris Desa sekurartg-
kurangnya 6 (enam) tahun.

BAB VI

KETENTUANI PENUTUP

Pasal 15

Peraturart Pemerintah lni berlaku sampai dengan selesainya

pengangkatan Sekretarts Desa menJadi PNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanJut yang diperlukan untuk pelaksanaan

Peraturan Pemertntatr ini dlatur oleh Menteri Dalam Negeri

dan Kepala Badan Kepegawalan Negara baik secara sendiri-

sendiri mauPun bersama-S€una sesuai dengan bidang

tugasnya masing-masing,

Pasal 17

Peraturan Pemerintah lnt mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar
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Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkanpengundangan peraturan pemerintatr ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal S0 Juli ZOOT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
oada tanggal 3O Juli 2OOT

]VIENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

trd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO7 NOMOR 94

Salinan-se:p dengan aslinya
SEKRETARIAT TVPCENE Ri 

_

*:;l*1 
l'::, l:,'"!rr11 Pe g n d ;;: ;nd angan

.Bidang politik dan Kesejahterair Ralryai,

A\ crlrF ,/-l\

"liit-i69

tiawan
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2OO7

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN

SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor gZ Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

dalam pasal ZOZ ayat (3) mengamanatkan Sekretaris Desa diisi dari PNS

yang memenuhi pirsyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini yang

bukan PNS, secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. :

Pengangkatan Sekretaris Desa sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini
dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Keputusan
Pembantu Bupati/Walikoh, Sekretaris Wilayah Daerah, Pejabat lain yang

ditunjuk oleh Bubati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa. Pengangkatan

tersebut tidak dalam status PNS.

peraturan Pemerintah ini dalam melaksanakan arnanat Undang-Undang
Nornor g2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah mengatur
persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS,

Di datam peraturan Pemerintah ini diatur beberapa hal penting mengienai

persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi P-NF'

Di dalam pengaturannya 
- 
terdapat ketentuan yang *gaYttgkinkan

Sekretaris Desa yang dapat diangkat langsung menjadi PNS, yaitu
Sekretaris Desa yang telatr- diangka[ dengan sah sampai dengan tanggal

15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas hingga berlakunya Peraturan
Pemerintah ini.

Hal penting lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah

batas usia prng"ttgkatan berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun

dan penetapan pangkatlgolongan ruang yang dibcrikan paling ti-nggi

adalah penjatur tUua" goiongan ruang llla pada semua Sekretaris Desa

yang diangkat menJadi PNS. Kedua ha! tersebut menJadi syarat khugus

dianlara plrsyaratan lainnya untuk dapat dlangkat menjadi PNS,

Sekretaris
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Sekretaris Desa yang diangkat menJadi PNS apabila memenuhi syarat

diberikal pula hak penslun sesual peraturan perundang-undangan'
Masa kerJa sebagai Set<retaris Desa dihltung penuh sebagai masa kerja

untuk penetapErn pensiun seJak diangkat menJadi PNS.

Di dalam Peraturan Pemerintah lni diatur Juga mengenai tata cara

pengan$katan Sekretaris Desa menJadi PNS' Dalam tata ca-ra

pengangkatan Set<retaris Desa int terlapat pe-r-an unsur pemerintah

daer-atr secara berJenJang, Badan Kepegawaian- Negara, -Nlenteri Negara

Pendayagunaan aparat-ur Negara,- aan Menteri Dalam Negeri'

penganglatan Sekretarts Desa menJadi PNS dilakukan secara bertahap

yaiti d-iawali pada tahun zOOz aan dlselesalkan pada tahun 2009'

irenahapan p"ngutrgkatan Sekretarls Desa menJadi PNS ini dilakukan

dengan *.*p*itrufrt un unrtan priorltas yartg didasarkan pada usia

paling tinggi.

Peraturan Pemerintatr i:ri mengatur Juga mengenai hak dan kompensasi

yang diberlkan kepada Sekretaris Desa yang Udak dapat diangkat

*err1^,ti pNS. Sekretaris Desa tersebut diberlkan tunjangan kompensasi

yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersan$kutan

menJadi Sekretarls Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, perrnasalahan

mengenal tertlb adminlstrasi pemerintahan dal pembangunan serta

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan secara

efektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

CukuP Jelas,

Pasal 2

Pengangkatan sekretaris Desa langsung menJadt PNS tanpa melalui

prosedur Calon PNS.

Pengangkatan Sekretarls Desa langsung
ketentuan Ini adalatr Sekretarls Desa yartg
Keputusan Eupatl/Wallkota, atau Kepala

perundang'undangan.

menJadi PNS dalam
dtangkat dengan Surat
Dese sesual Peraturen

Surat
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Surat Keputusan Bupati/Walikota dalam ketentuan ini rneliputi
juga Surat Keputusan Pembantu Bupati/Walikota, Sekretaris
Wilayah Daerah, Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota,
dan Camat yang ditandatangani atas nama Bupati/Walikota dan
Kepala Desa.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukurp Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Culmp Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f
Penentrte,n tanggal 15 Okiober 2006 sebagai batas
waktu maksimal usia 51 (lima puluh satu) tahun
didasari oleh pemikiran bahwa ses'uai dengan ketentuan
Pasal 238 ayat (21 Undang-Undang Nomor 32 Tahtrn
2AA4 tentang Pcmerintahan Daerah, bahwa peraturan
pelaksanaan dari undang-undang tersebut ditetapkan
selambat-lambaEnya 2 (dua) tahun sejak undang-
undang ditetapkan,

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Culmp Jelas.

Ayat (a)
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Ayat (a)

Sekretaris Desa yang belum memenuhi persyaratan ijazah
SLTA dan pangkat Pengatur Muda golongan ruang Il / a tetap
melaksanakan tugas sebagai Penjabat Sekretaris Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Menteri Dalam Negeri menJrusun daftar urutan nama

Sekretaris Desa yang telah diverifikasi dan validasi
berdasarkan usia paling tinggi untuk disampaikan ke Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai bahan

penetapan formasi.

Ayat (2)

Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS khusus tahap
pertama berlaku terhitung mulai tanggal I Januari 2OOT

sedangkan gajinya dibayarkan sejak yang bersangkutan
menerima keputusan pengangkatan sebagai PNS dan

dinyatakan telah melaksanakan tugas sebagai PNS.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (a)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukerp jelas.

Pasal 9
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Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal I 1

Cukttp jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ujian penyetaraan" dalam ketentuan
ini .a.t*tt seperti program Kelompok Belajar (Kejar) Paket B

dan/atau Kelompok Belajar (Kejar) Paket C'

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas. '

Pasal 14

penetapan waktu 6 (enam) tahun dalam ketentuan ini disesuaikan

dengan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2O4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas,

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4745


